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Kewarisan dalam Islam telah diatur dalam al-Qur‟an, As Sunnah, Ijma dan Ijtihad 
serta  Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan lainnya. Namun dalam pokok 
permasalahan waris orang yang  hilang (mafqu>d) belum dijelaskan secara rinci dan jelas 
bagaimana status orang yang hilang ini ditetapkan berkaitan dengan ahli waris maupun 
pewarisnya itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi kewarisan yang nantinya akan 
dibagikan kepada ahli waris maupun keluarga yang ditinggalkan karena ketidakjelasan 
hidup/matinya seseorang tersebut. Karena hal ini belum dijelaskan secara pasti maka 
penulis ingin mengetahui bagaimana hakim dalam menetapkan status orang yang hilang ( 
mafqu>d) dan  metode atau dasar hukum  apa yang akan digunakan dalam menetapkan 
status orang hilang (mafqu>d) tersebut. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), dan 
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yakni penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data 
primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 
0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr dengan menggunakan content analysis yaitu menarik 
kesimpulan dengan dasar serta pertimbangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang digunakaan dalam menetapkan status 
pewaris. 
Berdasarkan dari Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Pwr di Pengadilan 
Agama Purworejo, Majelis hakim telah menerima berkas perkara, memeriksa serta 
mempelajari berkas perkara tersebut dan telah memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan 
dalam perkara dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim telah 
mempertimbangkan secara sah bahwa saudari Ngademi binti A. Sukeri telah wafat karena 
mafqu>d dibuktikan dengan menghilangnya Ngademi binti A Sukeri selama 19 tahun 10 
bulan. Berdasarkan tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapkan waris orang hilang 
(mafqu>d) Majelis Hakim menggunakan metode Istis}h}ab yang mengacu pada pendapat 
Madzhab Hambali, yang mengatakan bahwa orang yang hilang dalam keadaan yang 
dimungkinkan kematiannya maka hendaknya dicari kejelasannya terlebih dahulu selama 
empat tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum ditemukan atau belum diketahui 
kabar beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan 
ketika dibutuhkan. Dalam penggunaanya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. 
Di dalam kajian harta, waris menjadi pembahasan utama. Jika berbicara waris 
pasti yang muncul adalah besaran bagian yang diperoleh. Hukum kewarisan 
Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 
yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam ada beberapa istilah untuk 
menamakan hukum kewarisan Islam seperti: Faraid, fikih Mawaris, dan 
Hukum al-Waris. Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur 
jelas dalam Al Qur‟an dan Sunnah Rasul, sedikitnya ada empat macam konsep 
dalam Al Qur‟an, sebagai berikut : 
1
 
Pertama, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua 
pewaris sebagai ahli waris.  
Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal 
dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris.  
Ketiga, suami istri saling mewarisi.  
Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu 
dalam keadaan tertentu. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisa: 7. 
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                          
                   
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 
dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 




Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam 
organisme biologis. Kematian muwarris itu, menurut Ulama dibedakan 
menjadi tiga macam, yaitu:
3
 
1. Mati haqiqi, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu 
sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra 
dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. 
2. Mati hukmy, ialah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, 
baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam 
dua kemungkinan antara hidup dan mati. 
3. Mati taqdiri, ialah suatu kematian yang buka haqiqi dan bukan hukmy, 
tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. 
Adapun rukun waris yaitu yang pertama pewaris, yakni  orang yang 
meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta 
peningglannya, kedua ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai 
atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan 
kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya, ketiga harta warisan, 
yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik 
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berupa uang, tanah, dan sebagainya.
4
 Bila di kalangan umat Islam terjadi 
kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan 
bagaimana caranya peralihan harta orang mati itu, umat Islam harus merujuk 
kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam Faraid. Kematian pewaris 
adalah dasar pewarisan karena kepemilikan dengan pergantian tidak akan 
terwujud kecuali jika seseorang meninggalkan orang lain untuk memiliki 
hartanya, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan kematiannya. 
Sedangkan kematian hukmi berlaku untuk orang yang hilang. Orang yang 
hilang berarti orang yang gaib tanpa diketahui hidup atau mati. Para fuqaha 
Imamiyah mengatakan bahwa, orang-orang yang gaib dan tidak diketahui 
keadaannya dihukumi telah mati bila terdapat bukti-bukti yang menunjukan 
hal itu. Jika tidak ada bukti bahwa dia  telah mati, maka dalam Madzhab 
Imamiyah ada empat pendapat:
5
 
1. Ditunggu sampai saat ketika orang-orang seperti dia lazimnya tidak 
mungkin masih bidup, yaitu ketika dia telah mencapai usia mendekati 
seratus tahun 
2. Ditunggu selama empat tahun, sebab itulah waktu yang ditetapkan untuk 
mencarinya di tempat penjuru bumi  
3. Ditunggu selama  sepuluh tahun. Namun pendapat ini lemah.  
4. Dibedakan antara gaib di kamp dan gaib di selain kamp.  
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Pada hakikatnya memahami ilmu waris itu sangat penting. Kita bisa 
mengetahui apa-apa yang seharusnya dilaksankan dan apa yang menjadi hak 
kita. Permasalahan yang muncul di ranah Pengadilan khususnya tentang  
kewarisaan sangat beraneka ragam. Permasalahan kematian yang seperti inilah 
yang sering menimbulkan permasalahan/perpecahan karena ketidakpastiannya 
dalam kematian. Orang hilang atau dalam fiqih disebut mafqu>d adalah orang 
yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Hasbi Ash-
Shiddiqie memberikan pengertian bahwa mafqu>d adalah orang pergi (tidak 
ada ditempat) yang tidak diketahui alamatnya (tinggalnya) dan tidak pula 
diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
6
 Orang ini 
sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup 
atau tidak. Pembicaraan tentang mafqu>d  dalam kewarisan menyangkut dua 
hal yaitu:  
Pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan 
hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, 
berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Para ulama 
sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa 
hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli 
waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri.
7
 Tentang kewarisan hanya 
ada dua kemungkinan yaitu apabila orang yang hilang tersebut 
menghijab/mendinding ahli waris yang lainnya secara hijab hirman, maka 
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 Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardian, Hukum Waris Islam Cara Mudah dan 
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pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang 
hilang tersebut pasti. 
Kedua, apabila tidak menghijab waris yang ada, bahkan ia bersekutu 
untuk mewaris bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang 
pembagiannya maka dapat diberikan terlebih dahulu, sedangkan jika 
bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan 
hidup dan mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan 
bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang 
hilang, maka bagiannya ditangguhkan.
8
 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 
penetapan status orang hilang, seperti pada kasus orang hilang yang terjadi di 
daerah Purworejo, dan kasus ini telah diputus di Pengadilan Agama 
Purworejo, dengan nomor perkara 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr  dalam kasus 
waris orang hilang ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para 
Pemohon, menetapkan bahwa orang hilang yang bernama Ngademi binti A 
Sukeri telah  hilang dengan segala akibat hukumnya, kasus ini diputus dan 
ditetapkan selama 339 hari lamanya. Berdasarkan kasus yang terjadi pada 
putusan ini bahwa yang bernama Ngademi kurang lebih sejak tanggal 01 
bulan Maret 1998 telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang (19 tahun 
8 bulan) tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya meskipun keluarga 
sudah berusaha semaksimal mungkin mencarinya, bahkan sudah melaporkan 
ke kantor polisi setempat (Polsek Purworejo) namun tidak berhasil, sedangkan 
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Para Pemohon perlu mendapatkan kepastian dan keberadaan Ibu kandung Para 
Pemohon guna pembagian harta warisan dan balik nama sertifikat harta milik 
tersebut kepada Para Pemohon. Dalam Faraid dijelaskan di antara persyaratan 
ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup pada. Saat kematian pewaris, dan 
di antara syarat pewaris adalah orang/pewaris dipastikan telah meninggal baik 
secara hakiki maupun hukmi (berdasar keputusan Pengadilan/Hakim).
9
  
Penetapan mafqu>d bagi orang hilang sangat penting karena untuk 
mengetahui posisi dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam kewarisan, 
yaitu menyangkut dalam dua hal yaitu pertama dalam posisi sebagai pewaris 
berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris, yang kedua dalam 
posisi sebagi ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya 
secara legal. Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum 
yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi orang yang 
hilang, yaitu : 
1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang 
dapat menetapkan suatu ketetapkan hukum; 
2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang mafqu>d pergi atau 
berdasarkan kadaluarsa; 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Studi Kasus 
Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/Pa.Pwr Tentang Penetapan Status Pewaris 
Mafqu<d Di Pengadilan Agama Purworejo. 
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B. Penegasan Istilah 
Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka 
peneliti memandang perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian 
yang diambil sebagai berikut: 
1. Penetapan  
Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu huk 





Pewaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang 
yang mewariskan harta,
11
 pewaris adalah orang yag meninggal dunia 





Mafqu>d adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat 
tinggalnya tidak diketahui kabar-beritanya, tidak diketahui domisilinya, 




C. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 
pokok masalahnya, yaitu: 
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1. Bagaimana hakim menetapkan pewaris yang mafqu>d? 
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pewaris yang mafqu>d? 
3. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapan hakim 
tersebut? 
  
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :  
1. Mengetahui keputusan hakim dalam menetapkan status pewaris yang 
mafqu>d. 
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status pewaris 
yang mafqu>d. 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti khusunya dan bagi 
pembaca tentang waris orang yang hilang. 
b. Memberikan referensi bagi calon peneliti mengenai penetapan hakim 
di lingkungan Peradilan Agama terkait waris orang yang hilang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kasus orang hilang ini 
dapat menjadi pertimbangan pemohon dalam mengajukan 
permohonan. 
b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara atau 
penetapan hakim dalam memutuskan perkara kasus pewaris orang 




E. Kajian   Pustaka 
Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian 
terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti sebagai 
kajian pustaka, dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian 
sebelumnya. 
Skripsi karya Faryani Purwanti tahun 2005 yang terdapat di Fakultas 
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang 
berjudul Perceraian yang Suaminya Mafqud (Ghoib) (Studi Kasus Analisis 
Putusan Pengadilan Agama Nomor: 305/Pdt.G/2004/PA.PWT). Dalam skripsi 
Faryani Purwanti membahas tentang putusnya tali perkawinan akibat 
hilangnya suami, yang dalam jenis penelitiannya merupakan penelitian 
lapangan dan ditunjang pula dengan penelitian pustaka dimana pengumpulan 
data yang digunakan menggunakan wawancara dan dokumentasi.
14
 Sedangkan 
skripsi penulis membahas tentang menetapkan status mafqu>d dalam bidang 
kewarisan yang jenis penelitiannya merupakan penelitian pustaka (library 
research). 
Skripsi karya Sariani tahun 2018 yang terdapat di Fakultas Hukum 
Universitas Lampung dengan judul “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris 
Mafqud Menurut Hukum waris”. Skripsinya membahas tentang peraturan 
hukum waris dan cara menyelesaikan sengketa waris bagi ahli waris yang 
mafqu>d. Berbeda dengan penulis, penulis akan meneliti tentang putusan 
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pengadilan yang menetapkan pewaris sebagai orang yang mafqu>d. Pada 
skripsi ini membahas tentang cara penyelesaian ahli waris yang mafqu>d secara 
global, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa 




Skripsi karya Muhammad Ahlis Hanawa tahun 2016 yang terdapat di 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta yang berjudul Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris 
(Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah). Dalam skripsi Muhammad 
Ahlis Hanawa membahas tentang cara atau metode pengambilan hukum yang 
dilakukan oleh Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah terkait orang yang hilang 
(mafqu>d) dalam ilmu waris. Penelitian ini menggunakan library research dan 
bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menguraikan data-data yang 
berkaitan dengan orang hilang menurut Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah 
serta membandingkan pendapat keduanya untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan antara Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah.
16
 
Jurnal karya Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, dan Muammar 
Bakry, dengan judul Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama.
17
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Penentuan seseorang yang telah mafqu>d adalah berdasarkan pada tanggal atau 
waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqu>d  bersangkutan atau 
pada saat hakim memutuskan wafatnya mafqu>d. Menurut Abu Hanifah dan 
Malik bahwa waktu wafatnya mafqu>d dianggap sejak tanggal hilangnya 
mafqu>d bersangkutan dan konsekuensinya ahli waris mafqu>d yang wafat 
sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Berbeda dengan 
Syafi‟I dan Ahmad bahwa mafqu>d dianggap wafat sejak tanggal pernyataan 
kewafatannya, sehingga mafqu>d  berhak mendapatkan warisan dari 
pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian mafqu>d, dan ahli waris 
berhak mendapatkan warisan dari mafqu>d yang bersangkutan. Bahwa penulis 
mengatakan penentuan orang hilang (mafqu>d) lebih tepat dan lebih simpatik 
untuk diserahkan kepada pendapat hakim dimana pada zaman sekarang lebih 
mudah untuk mengetahui keadaan orang-orang yang hilang. 
Dari adanya kajian pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 
“Penetapan Status Pewaris Mafqu>d Prespektif Hukum Waris Islam (Studi 
Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr). Pada skripsi yang pertama karya 
Faryani Purwanti terletak perbedaan pada skripsi penulis yaitu terletak pada 
tema masalahnya yaitu tentang perceraian. Perceraian ini timbul akibat 
hilangnya suami dari pemohon selama lebih dari dua tahun sedangkan skripsi 
penulis membahas tentang kewarisan dengan hilangnya pewaris selama lebih 
dari 19 tahun dimana pewaris tersebut meninggalkan harta waris yang 




dalam penelitian ini yaitu penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam 
memutuskan perkara orang hilang (mafqu>d). Yang kedua skripsi karya Sariani 
membahas tentang pembagian waris ditinjau dari Hukum Islam dalam 
skripsinya membahas bagaimana cara membagi warisan seacara global 
sedangkan skripsi penulis tidak membahas tentang pembagiannya namun 
tentang penetapan status pewaris tersebut yang mafqu>d. Skripsi yang ketiga 
karya Muhhamad ahli Hanawa membahas tentang kewarisan orang hilang 
menurut Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah dimana keduanya 
menggunakan metode istis}h}ab al-hal dalam memutuskan kondisi orang yang 
hilang. sedangkan Perbedaan dari skripsi penulis yaitu pengambilan dasar 
hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan dengan 
melihat ketentuan beberapa madzhab yang ada dan hasilnya lebih cenderung 
ke Madzhab Hambali, skripsi ini juga tidak membahas secara detail tentang 
pemikiran para Madzhab namun dilihat secara umum. Persamaan dari skripsi 
ini yaitu menggunakan metode istis}h}ab dalam memutuskan suatu perkara.  
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dapat memudahkan penulis dalam 
memperoleh data. Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan 
beberapa metode yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian 
ini berfokus pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari 





1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yaitu 
teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan-bahan bacaan 
yang berupa catatan kuliah,buku-buku,literature serta peraturan-peraturan 
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
18
 Penelitian ini juga 
dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang 
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau 
pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan 
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk 
memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
19
 Dalam konteks 
penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama 
Purworejo nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan 
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 
positif.
20
 Yuridis normatif, yaitu pendekatan menggunakan konsepsi legis 
positivis. Maksudnya konsep ini memandang hukum identik dengan 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 
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 Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji 
penetapan status pewaris mafqu>d serta dasar hukum pertimbangan Hakim 
yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 
0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. 
3. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan digunakan adalah : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama.
22
 Data primer yang dijadikan sumber yaitu salinan 
Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari 
sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan 
data.
23
 Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain, buku Hukum 
Waris Islam karya  Ahmad Azhar Basyir, buku karya Muhammad Ali 
Ash-Shabuni yang berjudul Pembagian Waris Menurut Islam, buku 
karya Abdul Ghofur Anshori yang berjudul Hukum Kewarisan Islam 
di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, buku karya Fatchur Rahman 
berjudul Ilmu Waris, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan tentang waris. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. 
Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan 
melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-




Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah berupa 
dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 
0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. Penulis juga mengali data menggunakan buku-
buku, karya ilmiah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data selanjutnya 
untuk dianalisis. Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkaskan data 
dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga 
hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
25
 Dalam 
menganalisi data, penulis menggunakan analisis isi atau kajian isi (content 
analysis). Content analysis dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan 
untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan 
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dan dilaksankan secara objektif dan sistematis.
26
 Dengan mengumpulkan 
data-data yang diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama 
Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr untuk dianalisis serta ditarik 
kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan hukum. 
Data yang diperoleh dari sumber primer berupa putusan 
Pengadilan Agama Purworejo maupun sekunder seperti buku dan karya 
ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih 
menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 
serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 




G. Sistematika Pembahasan 
Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi 
pokok penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam 
mempelajari tata urutan penulisan ini, sistematika penulisan ini terdiri dari 5 
(lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing 
memperlihatkan karakteristik yang berbeda namun masih saling 
berkesinambungan, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar 
belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab II merupakan Landasan teori yang membahas mengenai hukum 
Waris Islam dan Problematika Pewaris Yang Mafqu>d. 
Bab III berisi tentang deskripsi salinan putusan perkara permohonan 
waris Mafqu>d di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017. 
Bab IV yaitu analisis, merupakan inti dari pembahasan skripsi yang 
berisi deskripsi tentang analisis terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, 
dan penetapan hakim dalam menjatuhkan status mafqu>d di Pengadilan Agama 
Purworejo dalam memutuskan perkara putusan nomor 
0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. 
Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang 













1. Majelis Hakim menetapkan perkara pewaris mafqu>d berdasarkan perkara 
yang diajukan dengan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Pwr di Pengadilan 
Agama Purworejo tentang kewarisan orang hilang (mafqu>d), telah 
menerima dan memeriksa berkas-berkas yang diajukan ke Pengadilan 
Agama Purworejo serta mempelajari berkas perkara tersebut dan telah 
memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
2. Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara sah bahwa saudari 
Ngademi binti A. Sukeri telah wafat karena mafqu>d menurut hukum 
syar‟i. Hal ini telah dibuktikan dengan menghilangnya Ngademi binti A 
Sukeri selama 19 tahun 10 bulan hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti 
yang telah diajukan oleh Para Pemohon yang telah dicantumkan dalam 
proses pembuktian, sebagaimana sesuai dengan pasal 165 HIR Jo pasal 
1867 KUH Perdata. 
3.   Berdasarkan tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapkan waris 
orang    hilang (mafqu>d) pada perkara Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr  
Majelis Hakim menggunakan metode Istis}h}ab dan lebih mengacu pada 
pendapat Madzhab Hambali, Madzhab Hambali mengatakan bahwa 




hendaknya dicari kejelasannya terlebih dahulu selama empat tahun. 
Apabila dalam kurun waktu tersebut belum ditemukan atau belum 
diketahui kabar beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli 
warisnya. Sehingga, secara Hukum Positif belum ada yang menjelaskan 
secara rinci tentang waris orang yang hilang (mafqu >d). 
 
B. Saran-saran 
Adapun saran yang akan disampaikan penulis setelah mengetahui 
penetapan tentang kewarisan sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Hakim dalam menetapkan suatu perkara mafqu>d dengan 
menggunakan ijtihadnya maka hakim lebih cenderung memperhatikan 
kemaslahatan umat. 
2. Untuk pembaca apabila mempunyai permasalahan tentang orang 
hilang(mafqu>d), sebaiknya mengajukan ke Pengadilan Agama agar 
mendapatkan kepastian hukum yang jelas.  
3. Untuk pemerintah sebaiknya merumuskan Undang-Undang yang mengatur 
kewarisan orang hilang (mafqu>d) baik dari segi tata cara maupun 
ketentuan yang pasti tentang kewarisan orang hilang (mafqu>d). Karena 
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